BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijjakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam
anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
Persetujuan Bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menetapkan

dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024.
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Pasal 1

APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah
Rp1.127.013.543.621,00 bertambah sejumlah Rp62.379.080.668,00, sehingga
menjadi Rp1.189.392.624.289,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.078.512.497.631,00

b. Bertambah Rp 61.644.750.049,29

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 1.140.157.247.680,29
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.124.513.543.621,00

b. Bertambah Rp 62.379.080.668,00

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 1.186.892.624.289,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp 48.501.045.990,00

2) Bertambah Rp 734.330.618.71

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp 49.235.376.608,71
b. Pengeluaran

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Semula Rp 46.001.045.990,00
Bertambah Rp 734.330.618,71
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp 46.735.376.608,71
SILPA setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri

dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 72.411.820.913,00

2. Bertambah Rp 4.023.199.849,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah perubahan Rp 76.435.020.762,00
b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 992.651.229.086,00

2. Bertambah Rp 55.532.088.630,29

Jumlah Pendapatan Transfer
setelah perubahan Rp 1.048.183.317.716,29
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¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp 13.449.447.632,00

2. Bertambah Rp 2.089.461.570,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah perubahan Rp 15.538.909.202,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 19.284.458.667,00

2. Bertambah Rp 1.393.165.929,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp 20.677.624.596,00
b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 3.769.830.000,00

2. Bertambah Rp 331.205.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp 4.101.035.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp 2.200.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 2.200.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang Sah

1. Semula Rp 47.157.532.246,00

2. Bertambah Rp 2.298.828.920,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah

setelah perubahan Rp 49.456.361.166,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 952.651.504.000,00

2. Bertambah Rp 30.292.911.950,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 982.944.415.950,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 39.999.725.086,00

2. Bertambah Rp 25.239.176.680,29

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 65.238.901.766,29

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari :
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp 1.050.000.000,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah
setelah perubahan Rp 1.050.000.000,00
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b. Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang —4

Undangan [
1. Semula Rp 12.399.447.632,00
2. Bertambah Rp 2.089.461.570,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 14.488.909.202,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :
a. Belanja Operasi

1. Semula Rp 820.479.013.966,00

2. Bertambah Rp 34.592.736.049,00

Jumlah Belanja Operasi

setelah perubahan Rp 855.071.750.015,00
b. Belanja Modal

1. Semula Rp 133.763.610.855,00

2. Bertambah Rp 23.393.649.850,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp 157.1567.260.705,00
c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 2.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 1.781.944.769,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 3.781.944.769,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp 168.270.918.800,00

2. Bertambah Rp 2.610.750.000,00

Jumlah Belanja Transfer

setelah perubahan Rp 170.881.668.800,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 480.627.506.222,00

2. Bertambah Rp 27.532.607.405,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 508.160.113.627,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 256.569.270.374,00

2. Bertambah Rp 39.348.708.699.00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 295.917.979.073,00

c. Belanja Hibah
1. Semula Rp 83.272.237.370,00
2. Berkurang Rp (32.728.098.300,00)
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp 50.544.139.070,00




(3)

(4)

()

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 10.000.000,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan Rp 10.000.000,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp 27.493.707.608,00

2. Bertambah Rp 4.757.746.418,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan

dan Mesin setelah perubahan Rp 32.251.454.026,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp 33.470.439.333,00

2. Bertambah Rp 5.199.199.627,00

Jumlah Belanja Modal Gedung

dan Bangunan setelah perubahan Rp 38.669.638.960,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi

1. Semula Rp 71.591.934.712,00

2. Bertambah Rp 10.665.082.055,00

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan Irigrasi setelah perubahan Rp 82.257.016.767,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp 42.393.252,00

2. Bertambah Rp 2.661.757.700,00

Jumlah Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 2.704.150.952,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp 1.165.135.950,00

2. Bertambah Rp 109.864.050,00

Jumlah Belanja Modal Aset

Lainnya setelah perubahan Rp 1.275.000.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
dari:

Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp 2.000.000.000,00

b. Bertambah Rp 1.781.944.769,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 3.781.944.769,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
Belanja Bantuan Keuangan :

a. Semula Rp 168.270.918.800,00

b. Bertambah Rp 2.610.750.000,00

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp 170.881.668.800,00




Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a.

Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 48.501.045.990,00

2. Bertambah Rp 734.330.618,71

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah perubahan Rp 49.235.376.608,71
Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 2.500.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.

(= el

o B

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan  APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 6

Bupati Rejang Lebong menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran
2024.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada a tanggal 24 September 2024
_.:_\\

Diundangkan di Curup
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 181

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (3/34/2024);



JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 46.001.045.990,00 46.735.376.608,71 734.330.618,71
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

SIPD-RI - dicelak pada 2024-10-04 14:23.58

Halaman 2
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: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang

Indikator Keluaran Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
b BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.570.000,00 26.570.000,00
Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
51.01 Belanja Pegawai 21.360.000,00 16.920.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.640.000,00 358.555.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.501.045.990,00 49.235.376.608,71
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.01 Sebelumnya 48.501.045.990,00 49.235.376.608,71
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

SIPD-RI

gicetak paoa 2024-10-

2fang Lebong, 24 September 2024




$202 Jequieides yz ‘Guoge

winin
ISECYY R ALILN SR | FUBQ

00°000ZE0LE9

20°000°000°008

CO00ZOEEUITL

wman
18O BUBQ-usu gty wmg

00000 ZEE 981

00°000°000°08)

B000TOTETIOL

WTLTIOL

wrwn
HORY W) s ueg

00'000 QS ¥E

00'000°045 ¥E

WTIL

wn
RO SURG-wNIT 8y | BUBG

00°000 09008

00'000°080 0

Wiy
Ty BUEG-UNN S5juR) ) GG

ED00'BQTIDLOL 1

Wy
SNy BURC-NN JajsURI| BUBG




00'682" 00°129° 00'008 00008 0069 0000 00502 0058 00'540 00'996 —
Z9'268°981°L | EYS'ELSPZI'L | 'B99°LBE'0LL | 'B16°022'89) | L'VYELSLE | 0°000°000°Z | "09Z°ZS1°2SL | "OLO'EOLEEL | "0SLLLO'SSE | "ELO6LY 028

U S ) , ) _ _ ) 0 0
00'001'0£9°8} | 00'007°02¥'€2 | 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0  oter. | Sooroaics seibwsueiy [ 28 | €| 1
0 0 . . . . | ! 00 00 sieuy uebBunpujyed uep
0'050'8v£'082 | 0'osooveress | 900 00’0 000 00’0 %0 00’0 ‘0G0°'8YE'08, | ‘050°0v8'E8, | uendwesay ueeAepiequieq | 80| 2| M
0 0 : ; : : _ 0 00 00
0'ver 125159 | o'vereieoss | 000 00’0 00’0 00’0 %00 0'000°000°08 | ‘v2¥' 245169 | ‘bevBLe 009 Lo h B (I R

TVISOS NYONNANITHId

b S . . : : 0 0 _ :
00'2SZ'E6E'LE | 00'262'86E°2Y | 00'0 00'0 00'0 00'0 TR m—— 00'0 ueexeisndiad | €2 | z | 01
00' oo’ . . ‘ ; 00 0 00's 00’6 n
cco'8iy 89 | seagivigae | 000 00’0 oo’ 00'0 ‘00L'6S8' 11 | 0'000°000°12 | S6'855°695°E | S9'81¥'099°E umedepnamy | 22| = | o1

yepnseg wnjeqesg yepnses | wnjeqes | uepnses | wnjeqes | uepnsas | wneqes | uepnses | wnjeges

Iojsuel)] ebnpia] yepiL lepol isesedQ uejesn opoy
yejwnp
efuejeg yodwojay




Alokasi Anggaran (Rp)

No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
3. Rehablitasi sosial dasar lanjut usia | Penyediaan Alat Bantu 53.950.000,00 50.462.000,00
terlantar di luar panti
Pemberian Layanan Kedaruratan 69.497.800,00 69.497.800,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta $4:195.200,00 44.796.200,00
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Total 168.244.000,00 164.756.000,00
4. Rehablitasi sosial dasar tuna sosial | Penyediaan Alat Bantu 53.950.000,00 50.462.000,00
khususnya gelandangan dan
pengemis terlantar di luar panti Pemberian Layanan Kedaruratan 69.497.800,00 69.497.800,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta #4-00-200/0 44.796.200.00
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Total 168.244.000,00 164.756.000,00
5. Perlindungan dan jaminan sosial Pelayanan Dukungan Psikososial 18.394.600,00 1.439.900,00
pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban Penyediaan Makanan 29.595.200,00 29.595.200,00
bencana daerah kabupaten/kota
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 50.520.600,00 50.520.600,00
Total 98.510.400,00 81.555.700,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 771.486.400,00 740.579.700,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10 b




KODE

URAIAN

RPJMD/RPD (Rp)

RANCANGAN APBD (Rp)

Sebelum

Sesudah

2

4

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

05

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

0,00

300.000.000,00

299.396.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

18

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

18

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

0,00

266.159.100,00

296.758.300,00

13

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

0,00

3.195.956.648,00

3.354.160.059,00

05

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

0,00

507.893.741,00

763.589.301,00




ION3443 NS

nedn
$202 Jequsldas 2 ‘Bu

I4-adls

00'682'v29'268'981°L | 00'PSY'E86°928°9L1L°L | DO'LLE'BZS'GZEBIL'L | TVIOL

00'000°090°0€ 00'000°090°0€ 00'000°090°0€ NI, ﬁcﬁumﬂ_wﬂoﬂmuﬁmﬁhwﬁv_‘_oﬁ% mﬁ_% “”Mﬁnwm 1000 [ 602 | 10| 10 | 2| 0000¥00°0°00°0°L0L
00'000'090'0€ 00'000°090°08 00'000°090°0€ yeise( URYBjUMBWa uesnun Buefunuad yeieeq N Bueseg ueeley|jewed 802 (10|10 )L 0000°+%°00°0°00°0°LO°L
00°'000°02¥' | 00'000°02¢" | 00'000°02¥' Jojuey| uedeybuajiag uep uejejeiad Bsep ueejpauad | €000 | BO'Z | 10 | 10 | £ 0000°¥#"00°0°00°0°LO°L
00'000'8¥5'S 00'000°8¥S'S 00'000°'8¥S'S UlsI uep Jiy eABQ Jequing ‘ISexiunwoy esep ueejpsfuad | 2000 | BO'Z | 10 | 1O | £ 0000°¥#'00°0°00°0°LO°L
00'000°000'% 00'000°000'% 00'000°000'% JeinAua jeing eser ueeipeduad | 1000 | 802 | 10 | 1O | £ 0000°++°00°0°00°0°LO°L
00'000'896°01 00°000°896°0} 00'000°896°0} yeieeq ueyejupewed uesnin Buelunuey esep ueejpeluad 802 | 10| 10| 4| 0000%¥00°0000 0L

" ‘ : efuure ;
00’0 00’0 000 ueunBueg neje Jojuey Bunpen Buminpuad euelESEld UBP BUBJES UBEBpEBUSY HHOO | 202 | 1O | O | £ 0000°%¥'00°0°00°0°0°L
00'0 00'0 000 yeieeq yejuuswad uesnin Buelunuad yeiseq iy Bueseg ueepebuay 02 (10|10 | L 0000°%¥°00'0°00°0°L0°L
00'000'6.6'6 00'000'6.6'6 00'000'6.6'6 dM)S Iselnsuoy uep |seuipiooy jedey ueesebBusiahuad | 6000 | 902 | 10 | 10 | £ 0000'¥#°00°0°00°0°10°L
00'000°008'} 00'000°008" | 00°000°008'+ uebuepun-Buepuniad ueinjesad uep ueedeg ueyeg ueeipafuad | 9000 | 902 | L0 | 10 | £ 0000°¥¥'00°0°00°0°LO°L
00'000°090°€ 00'000°090°E 00'000°090°E ueepuebbuey uep ueyele) buereg ueepafuad | G000 | 902 | 10 | KO | £ | 0000°+#'00°0°00°0° 0L
00'00€'8¥E'9} 00°'00E'8¥E 9! 00'00€'8¥E'9} lojuey) yisibo ueyeg ueejpafuad | #000 | 902 | 4O | 1O | £ 0000'++°00°0°00°0°LO'L
00'009'640'} 00'009°610'} 00°009°'610'} Jojuey uedeyBuejied uep ueje[eiad ueejpedued | 2000 | 902 | 10 | 10 | £ 0000°%%¥'00°0°00°0°L0°L
00'000°055°2 000000552 00°000°0S5'2 lojuey ueunBueg uebBuelauad/ sy 1sefelsu| usuodwoy ueepedued | 1000 | 902 | 10 | 10 | £ 0000°¥%°'00°0°00°0°10°L
00'006'95L'vE 00'006°95L'¥E 00'006°9SL'¥E yeieeq Jeybueiad wnwn |SeLS|UWPY 802 (10|10 L 0000°¥#'00°0°00°0°LO°L
00'000'52E'962 00'000°52€E'962 00°'000°'52€'962 NSY sebn | ueeuesye|ad Isensjuiwpy uee|peduad | 2000 | 202 | L0 | L0 | 2 0000°%%°00°0°00°0° LO"L
00'8¥¥'66L'.52°2 00'91¥'86¢'¥92'2 00'9Ly'86¥' 922 NSV uebuefun] uep Ifes ueeipaduad | 1000 | 202 | 10 | 1O | £ 0000°¥%'00°0°00°0° 410"
00'8¥¥'¥21 ¥55°2 00'91¥'€28'0952 00'9L¥'€28'095'2 yeieeq jeybueiag uebuensey |seqsiujwpy egoe || 0| L 0000°#+°00°0°00°0°L0°L
e R - QdXS elaury .
00'000'€26'6 00°000'€26'6 00°000'€26'6 1sesieeyy Jesauyl Uep Blisury uereden ueiode] UeuNsnAusy uep 1seuipioay | 9000 | 102 | 10| 10 £ | 00007¥'00°0°00'040'L
ueyeqniad Qgdy ueyeqniad SYdd ueyeqnied Qdiy ueein apoy




ONOSON NYHOJYT YAV

(ey) aBav

_ NYIVHN J00%

$202 1equeides vz : eBBueL
$202 UNYEL £ © JOWON
yeieRQ URIMEIEY X] VBAdWET

]

$20Z NVHVODNY NNHVL
VLOM/NILVdNEVX SYLIHOIHd
WVHDOHd NVON3QA ISNIAOHd SVLIHOIHd NVQ TYNOISVN SY.LIHOIHd WYHOOHJ ISYSINOHMIS
ONOE3T ONVIIH NILVdNaVA

§




IANTJA4T TOSWVAS 131 Oy

T.b.;

z08 0 z08 0 0 0 0 0 Mddd
0 0 0 0 0 0 0 0 e /] uesuo[on
I i 0 0 0 0 0 0 q/1 uesuo[on
g g 0 0 0 0 0 0 o/] ueduo[on

1 4 0 0 0 0 0 0 p/1 uesuo[on
0 0 0 0 0 0 0 0 2 /] ueduojon
¥l €1 I 0 0 0 0 0 B /[] uUBduo[0n

LT €T ¢ 0 0 0 0 0 q /11 ueduo[on

99 09 9 0 0 0 0 0 o /11 uesuo[on

6€1 89 72 0 0 0 0 0 p/11 uesuo[on
0 0 0 0 0 0 0 0 a/1] uesuo[on

90T 101 L6 0 8 0 0 0 e /][] uesuo[on
6SS 6€1 I8¢ 0 6€ 0 0 0 q/111 uesuojon
0€s 9/, 1€ 0 00T 01 0 0 9 /111 uesuoon
€16 H11 9+9 0 eLI ot 0 0 p/11l uesuo[on
0 0 0 0 0 0 0 0 2 /111 uesuo[on
0Zh 9z SR]T 0 4 08 9 0 e/A] ueauo[on
18S 6 $ZS 0 ¥ =) 6 0 q/Al uesuo[on
0L 0 €9 0 0 0 L1 0 9 /Al ueduo[on
I i 0 0 0 0 0 0 p/Al uesduo[on
I 0 [ 0 0 0 0 0 3 /Al uesduo[on
JV.LS TVNOISONNI VOVNIL A Al I1I I I
HVINAL NOTASE NON NOTASH DNVNA /NVONOTOD

$20T NVAVDONV NOHVL
NVIVEV ddd NV NVONOTOD ddd IVAVDIEd HVIINAL dVIAVA
DNOHI'T DNVITA NILVANIV HV.LNIIINId

+Z0z Jequandag vz : [e8Bue]
$Z0Z UNYeL € @ JIOWON
yesoe(] ueinieiag @ ¥ uendureq




SL'6LL'TYE'TBY'LE gejunp

000 ¥8°6SS'9vt'6 00°0 +8'6S5'9F'6 £20T YeISB(] SBY Jen[iq yejuuawad Suen uejedwauad| 6
00'006°L11°895‘9 00°€L6'1+2'62S‘E 00°006‘8¥0°LLY 9 00°€L6'01€'029°E £202 anig Sueinyg| g
00'EEL'OLP 110°E 00°'Z8S'99€'60E"1 00'8€Z'SE£6'900'E 00°LL9'LO6'ELE T £20T jesnd [1sey 18eq eue( lojsuer] Sueng| 2
00°1S2'159'€9€91 00919'6£L'€2S'91 00°1SZ'1S9°'€9€'91 00'919'6ELETS 91 £20C IsuIAOId IS8 18eg BUR( Jojsuei], Suminig| 9

o : ; S 6102 Jaquissa( ¢ redures yefed qifem seunpip wnpaq ued yeiseq

00°002°90L‘C16 00°0 000 00'00Z°90L'C16 L102 weSuenoy] Uvelo[aBuag trepes eped ISNQLISI UBI0}08 UesesBun,
Iesed ueuele[ad isnquiay dueinyj| <

et . : e T L10Z tequissa(] ¢ redures yeled qrfem seunpip wnjaq

QHR0aeR033 000 000 00'000'000°91 L] Fued ederye|Q uep Bpnuwad seul] eped 1ISnqiunal ueliolas uejeddun],
vlpeUnpy Sueuady] weoy Isnquiay dueinig| ¢

00'9SE‘GL0O' 1856 000 00'ZSH'Lv6'vT6' 1 00°+06°LZ1°9Z9°L zeoT Bureleld dd) uesewna) yedsstp Juek ggd Suenid uexedispy
ded suenid| €

o ) . zz0oz tequasa(] (¢ 1ad

GL'E6T'SBE'BIT 0L TOT'S9L' TP 00'680°16€£'99 SH'90€£'6SL'E6T zToT selfed qifem seunpip wnjoq Sued surep(ay] yeled uelojes uesedsun],
aweay yeled Bueinid| z

00°'9t+'0€6'0v8 00'61S°LIT'¥E8 00°'9%+°0£6'0t8 00'61S'LIT¥C8 €20T 120Z unyel N'id Ya[o 10338 1p nueq 3uek 0zog Unyey, rdd
NId deled Bueinid| |
9S+b =L 9 ] 1 4 £ z I

1-N unge) 1-N unye) 1-N unge] Z-N unyej uefuap Bueynyd

YNy opres ueeiyieg | ueldueinfuasg uevelyiad | UBRgRqUETad UEBI[NIad | redmes Sueinid yejmnp uenyjeduad unyey, Suijigg weERg werel() oN

pzoz Jequadag v :
20T unyeL e !

[ed8ue],

JIOWION

YEBI9B(] UBRINJBId] : [X ueldure]

DNOFHT ONVMIY NALVANEV HV.LNIHNIWAd

$20T NVIVOONY NNHV.L
HVYIVd DNV.LNId dVIAVA




IONISIT TNSNVAS

-

e & T

ONOgHT ONVIEY LLYdNd

70z Iaquadag g ‘Buoqot Bueloy uatedngey

£6 658 LIV LE6 69 000 00°0 [ZE'SE6 62E°000° 17 |06 658 LIP'ZE6'69 |00'000'000'005°C |66 688 LIP'LEV' L9 |SC SBL LPLLEGOTT Temnn
00°000'000'0S2 00°0 000 00°000'000°0S2'E 00°000°'000'0SZ 00°0 00°000'000°05% 00°000°000°00S'E AmBsog Bueq 910Z Unyel, G ‘0N BpIad Ri-d¥d 1sesadoy| 8002 9
andiag euw
00°000°000°01 1 000 000 000 00'000°000°01 T 000 00°000'000'01 T 00°000°000'01 [ LG (epdondy)]  BOAE A
1setadoy seuiq]
] ;
00'000°008'S6T'E  [00°0 000 000 00'000'00S'S6T'E  |00°0 00°000°00S°S61'E  |00°000°008'S61'E R (w1 ‘|ni| 2002 ¥
‘Wn) 1seradoy seuig
[BPON UBBLISAUD] ' d - 861
00°b0S'800°'166'SE  |00°0 000 SZ'182/000'T 00°b0S'800'166'SE 0070 00'F0S'800'T66'SE  |ST'SBL'BO0'T66'SE SLOGERURL N O R nng Wvad - awng(  ¥86 $
. UEELRAUD . 2
00°000'6£2°89'€  |00°0 00'0 00°000°000'00S'Z  |00'000'6£Z'89b'E  |00°0 00°000'6£2°89b'€  |00°000'6€Z°896'S R d | 9102 UNYEL g 'ON BPIA] |iEreNS BUSN Od - aWnE|  ¥00Z 5
£6'SSE'0L9'226'97  |00°0 000 LO'PPO'6ZE'6VE'SE  |£6'SSE'0LO'ZE6'97  [00°000°000°00S'Z  |£6'SSE'0LO'TEHYE  |00°000'000°TL1 ‘29 E%s._s_ﬂﬁw it 9107 unyey ¢ ‘oN epsdg| ninyBusg jued Id - Adgd| 1861 [
ZI-6=FET Zr Ir or-s=o01 B+il=6 8 £ 9 s ¥ e z i ¢
fuj unge) weluap | juj Unyel [equiay Juj unyw neq uereffuy
yedmes ueyelios VWP UeyE I3 URaN) qeaeep UUYUIIISIP Wn[aq unBuop jedwes Juj anygel unyej pedmes b i (qusanq (qesenq rsmsasui) ul3poH Weyrd /edequiay TePOl
(1se3s0auy) (opowm | o 0 o 7. 18UI80AT] [EPOW [8e380Au]) (PO [epol urepaiuag ueepoiusd | OoN
1P Buvd (jevisoauy) | Buwd eyseamy) | ool fepow wsig | UWRRONp YuIe} | [SpON UWEMOAuOd | ENWLORIPWEIO) | L ooocoo o | L g ynued Snedessatn Juepeg vwey ey
[Ppow Bs}s Yepmnp | [Epow gepmnp Fued (wpows geymnp Suwy [epoW yermng
+20T NVHVDONV NNHV.L
VANNIVT HVEIVA ISV.ISTANI NVA HVHAVA TVAON NYVV.LNHANAL ¥V.LAVA
DNOHIT DNVMId NELVdNEVH HVLNIHAWAd
$z0g Jequandag pg : [eFBum),
$ZOZ UNUELE ¢ JOWON

UelaB( URINIBIa4 : [[X uesndure]




Z9°'S18'910'S06°1S 00'SOS‘EIZ'9SL E 00'v0S‘PES'T69°TT Z9'818°S69'896'ED yepump

00°000°TZE 9E6 L 00'0 00'000°TZE'9E6 L 00'0 Aymoey nsodaq Amseasl| g9
29'69Z'L0T'BEB'TY 000 00'00S‘E1Z'9SLE T9'S9L€66'180'6E ume[-ure] 39sy| S
00°000°CTET'E00°T 00'00S‘€1Z'9SLE 00'0 00°'00S St 6SL Y pnfmiag yepiL 1osy| +
00°0 000 000 00°0 e8noy yeyld uedusp ueenmuay| ¢
00'08S‘98Z°L21 000 000 00'0S5'98Z°LT1 Yeloe( Ueldniay nuen ueinjun], veydel| g
0070 000 00°0 00°0 ueins8uy uerenfuad ueyde]| 1

S-++£=9 s 1 4 e z I

AIHAV 0A'IVS NVONVINONI NVHVEWVNAd TYMV OQIVS NVIVAN ON
202 NVAVDONV NNHV.L

$20g Lquaydag $g -
+e0¢ unyeL ¢ -

VANNIVT LISV NVA HVIAVA dV.LIAL LISV NVONVANDNTd NVA NVHVENVNId NVVAIHIEd dV.ILIVA

[eddue],
JOWON

yeise(] uemnjelad : [rx uendure]

DNOHIT DNV EE NILVANEVE HVLNRITFINEd




+z0z Joquaidag g ‘SGuoqar]

fa

! A /
\;\r.r../ \
Ve 4

+20z Jaqundag ¢z @ [efdus)
+Z0T UNYEL € -
JRISB(] URINIBIAG © ATX uerndue]

J0WON

NVJ NVHIVSATISIA WNTIE DNVA VANNNTIEES NVIVOONVY NNHVL NVLVIOEH €08 dVILIJdvd

NVHVNVONTHIA ONVA NVIVOONY NOHVL WVIVA I'TVENEE NVHIVOONVIA

DNOHIT DNVIFE NILVANEVH HV.LNIRIAWAd

000'SSL'089'C - 000 6CL £9E 8 C000'vBY +10' 1T qepmng
Butpur, yein oy
Jueped umewsiay @3ur], eqe], BSA(] IP 19NN W] /LRAMD Juajedngey BURIUIQROSE] yalaud
D0E'ETT Y 00L'BOE'ET 000'ZTY' LT 000'TTH LT xog] usunJurquia uesemediua ] sensucy eser eluejeg usuefuwuad seupiooy| eusoualg urduwmibiuwua| uepeg +
B0y
£z0z Suipue] ye|n Suepeq uejeURIVY] Juarednqey vurouaqeosEy eaae(
0SE£'TLS'62 0S9'9.5'L91 000'661°L61 000'6¢1'L61 138u1], Qe BSI(] IP 10N 1Bld /MM Xog ueunduequiad uenedueuad 1seUIpIco)]| evurousy ueSuemdueuay uepeq £
UBTURNULID] UBSBMBY
€207 Burpue |, yu|n Suepe "9y [] reuBg uwp uBYBWNIa] ‘BUBNy] UBRIBUS]
0SE'E19°0Z1 099'CLH'E89 | 000'680'+08 000'680'¢08 Funfury, - | wueg Funfie], esaq uepel uejayButuad 'g1-wg uefep usunduequiag uep wnwp ueelayag seulq| g
€202 (z-wd) ] UBIR{TIULID] UBSBMEY
nreg Suepuig ueewedy || Fuiquneg ynqne - | Surquirgaq uep UBYBWINII ‘Bueny uvejeudd
000'95496¢'C 000'R9E'68Y'L | 000'bE8'S86'6 | D00'HZB'SB6'6 ynqry efeq exduesr ueieqwaf seje wveundueq uveunduequiag uerRqua weuNIuBqUag uwp wnwn ueelioNad seui 1
zI Ir or 6 8 L 9 s [ £ (4 | §
1 V1 gddv T-1 V1 agdv 5 T-1L V1 aadv o
wenEqnInd 1 Vi aadv weqeqnisg I-L VL aadv weyrqniog 2L V1 agdv
(da) (du)
1-1 VL g0y T-L VL gAY
uw 8 vy, 0,
. Ps [sesHBON ps 1sesjuoy nejdoy qng 1seyo uejepday qug sweyN adus N N
— Hu.ﬂﬂ..ﬂ“_ - qepunpe (dx) gepmag (dy) weredSuvdusg
Suus unredSuy wng yeymnpy 1-1 unge], uvereduy yepmnp [emy unge] yeywnpe
$20T NVIVOONV NNHV.L




.dql.lvll.’\nul

DNOHHT DNVIHA

IONIJJF 1INS

+z0z 1oquaidag 7 ‘Buoqa] ueloy usrednqgey]

yejunpe

18d

€

TTIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN 4

I

6 8 L 9 S 14 1 4 I

..s_hwﬂuo% (dy) yezoep | (dy) yesoep sey =uxunw._..=2% VIR YaWp. | BERTREE XOND
wnjeg (d¥) srye opres sey 9y Iajsuel] | [Iep Iajsuel] (d) remy opres dued ueduepeo ueynjuaqwed uenjuaquiad ON
wnyny reseq uenfng,
dued vuep esig BUEp yejunp

te0z Jequadag pz : [essue]

tcog unyel ¢ :

JowoN

qelag(] ueInjelad : AYX uendure]

P20T NVIVODONV NNHV.L
NVONVAVD VNVa dV.ILAVda

DNOEI'T ONVI I NALVANEV HVLNIIINAd




IONTAAH INS

ﬂv

P

ot Y

AT ON bA

qejmnpe
1sp
t
€
TIHIN TIHIN TIHIN TTIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN TIHIN “TIHIN TIHIN (4
1
Zr IT or 6 8 L 9 s 14 £ [ 4
qexaeq qeraeq
edung uwewrefurd eSung uewrefurd (d¥)
E_ﬂ.—& ] urme £1:3
joyod joxod nu!:.nuuo d % wewrefurd (wnyey) wewrefury | yseSpqo reuymoy | ' ..u_wmmﬁ-wo m?ﬁ \wqh_._a?.o. qesaeq sediqo oN
uwerelequiag (dy) yur unge; uenfny, VEEiG SeIReEIe] nayem wyuep ?:ﬁﬂ““u ‘”H.?E unye], /[ef3ue], wniyny leseq [uewsfulg 9quing
esi§ yepmnp uerefequag yermnp
$YZTOZT NVAVDONV NNHV.L
HYVYIVA NVINVCNId dV.LAVA
DNOMHT ONVrTd NILVdNEIVH HV.LNRRIANAEd
+20g Jequandag pg @ [eddur]

+20T unyeL g -

IOWON

yeliav(] uBImBIag : [AX wendure]




